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TENTANG

PEDOMAN POST AUDIT TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN

IZIN PEMANFAATAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu,
penatausahaan hasil hutan kayu serta kewajiban
pembayaran penerimaan negara bukan pajak oleh
pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dan Izin Pemanfaatan Kayu telah diimplementasikan
kebijakan sistem self assessment;

b. bahwa untuk menguji ketaatan pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan
Kayu atas pelaksanaan self assessment sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang
Pedoman Post Audit Terhadap Pemegang Izin Usaha
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Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan
Kayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5056);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4814);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5506);

11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
KementerianLingkunganHidupdanKehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-
II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tajhun 2008
Nomor 14);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-
II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh
Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan
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Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 687);

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menmhut-
II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh
Berkala dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha
Pemaanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
690);

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN POST AUDIT
TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA PEMAANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU DAN IZIN PEMANFAATAN KAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut
IUPHHK adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan
kayu dalam hutan alam atau dalam hutan tanaman pada hutan
produksi.

2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang
selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan
untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan
produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, penanaman,
pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran.

3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman
Industri yang selanjutnya disebut IUPHHK-HTI adalah izin usaha
yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan
tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan,
pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.

4. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin
menebang dan/atau mengangkut kayu sebagai akibat dari adanya
kegiatan non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi
yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi
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dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan
hutan dengan izin pinjam pakai, dan Areal Penggunaan Lain yang
telah diberikan izin peruntukan.

5. Self assessment adalah suatu sistem pemenuhan kewajiban pemegang
IUPHHK dan atau IPK dalam pemanfaatan hasil hutan kayu,
penatausahaan hasil hutan kayu dan pembayaran kewajiban
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas hasil hutan kayu yang
direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan sendiri.

6. Post audit adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan menyeluruh dan
obyektif terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan, penatausahaan
hasil hutan dan kegiatan pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP
dengan cara mengintegrasikan data dan informasi teknis dan laporan
keuangan pemanfaatan hutan produksiserta dokumen-dokumen
pendukungnya, termasuk data dan informasi elektronik, untuk
mengetahui ketaatan pemegang IUPHHK dan atau IPK terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang self assessment.

7. Pengawasan adalah kegiatan mencermati, menelusuri dan menilai
ketaatan pemegang IUPHHK dan atau IPK terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang self assessment.

8. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data
transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan
pencatatan keuangan.

9. Bukti relevanadalah bukti yang menguatkan atau logis mendukung
argument yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan post
audit.

10. Bukti kompeten adalah bukti yang sah dan memenuhi persyaratan
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

11. Bukti cukup material adalah bukti yang memenuhi syarat untuk
mendukung hasil atau temuan post audit.

12. Tim Evaluasi Post Audit yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi adalah
Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan Surat Keputusan
yang diketuai oleh Direktur di bidang Usaha Hutan Produksi untuk
melakukan evaluasi pemegang IUPHHK dan atau IPK yang akan
ditetapkan sebagai obyek post audit dan evaluasi laporan hasil post
audit bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal.

13. Tim Pelaksana Post Audit yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana
adalah tim yang tetapkan oleh Direktur Jenderal dengan Surat Tugas
yang diketuai oleh Direktur di bidang Iuran dan Peredaran Hasil
Hutan untuk melaksanakan post audit terhadap pemegang IUPHHK
dan atau IPK yang ditetapkan sebagai obyek post audit.
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